Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 162/Pdt.G/2012/PA.Batg
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

St. Rosniah L binti H. Lamang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SI,
pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Bonto Manai Bantaeng, bertempat
tinggal di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, sebagai “Penggugat”;

MELAWAN
Haeruddin Dg. Rate bin Pilu Dg. Bella, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel motor), bertempat tinggal di Kelurahan

Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai “Tergugat™;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 162/
Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 10 September 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai

berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten
Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta
Nikah Nomor 421/25/IV/2000 tertanggal 29 Desember 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di
rumah tua Tergugat secara bergantian di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya,
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 16 tahun lamanya;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang
anak masing-masing bernama Sri Hardianti, AMD. Keb dan Iman Nurazzizah, anak
tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan
baik, tetapi sejak Penggugat hamil pertama antara penggugat dengan tergugat sering
muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat
dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
b. Tergugat sering keluar malam sampai tengah malam dan kadang
sampai subuh baru pulang;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada sejak tahun 2007, pada saat itu Penggugat menasehati dan melarang Tergugat

keluar malam, namun Tergugat marah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar
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dan esok harinya Penggugat pulang ke Bantaeng sehingga Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah 6 tahun lebih;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan
Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat
dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Haeruddin Dg. Rate bin Pilu Dg.
Bella) terhadap Penggugat, (St. Rosniah L binti H. Lamang);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
162/Pdt.G/2012/PA .Batg, masing-masing tertanggal 21 September 2012 dan tanggal ...
2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran
Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk
menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;
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Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana
bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/25/IV/2000, tertanggal 29 Desember
2010. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah
dibubuhi materai cukup serta talah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.
b. Saksi-saksi:

1. Nia binti Raseng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah
kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah Suami Penggugat yang
bernama Haeruddin Dg. Rate bin Pilu Dg. Bella;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sudah kurang lebih
20 tahun yang lalu;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai
suami istri di rumah orang tua Penggugat di Campagaloe, Kelurahan
Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama satu
bulan, kemudian pindah ke Takalar di rumah kediaman bersama selama

kurang lebih sepuluh tahun;
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e Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah
dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Sri Hardianti, AMD.
Keb dan Iman Nurazzizah;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah
awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering
keluar malam sampai tengah malam bahkan sampai pagi baru pulang dan
Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat;

e Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;

e Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

e Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak
pernah bertemu lagi;

e Bahwa selama Penggugat dean Tergugat berpisah tempat tinggal,
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi terhadap Penggugat dan
anak Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak
keluarga pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

e Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali rumah

tangga Penggugat dan Tergugat;
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2. Rabasia binti tepu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah
Tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang
bernama Haeruddin Dg. Rate bin Pilu Dg. Bella;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungksan akad nikah kurang lebih
20 tahun yang lalu;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
orang tua Penggugat di campagaloe, kemudian pindah ke Takalar rumah
kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, telah
dikaruniai dua orang anak yang bernama Sri Hardianti, AMD. Keb. dan
Iman Nurazzizah;

e Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah,
awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat suka berkata
kasar dan Tergugat juga sering keluar malam sampai larut malam;

e Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
akan tetapi Penggugat yang sering menagdu kepada saksi;

e Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

® Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6

tahun yang lalu;
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e Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak
pernah bertemu lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

e Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali
rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

e Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak,
karena Penggugat sudah tidak mau menerima lagi Tergugat sebagai
suaminya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan oleh karena dalil-dalil
gugatannya telah didukung dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, karena itu
Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal
yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih

dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing
dengan nomor 162/Pdt.G/2012/PA.Batg. masing-masing tertanggal 21 September 2012
dan ..... 2012, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng
ternyata kedua panggilan tersebut diterimakan dan ditandatangani oleh pemerintah
setempat untuk diteruskan kepada Tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan
telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk
mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-
undangan, dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus
dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa
yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah
tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering keluar
malam sampai tengah malam dan kadang sampai subuh baru pulang;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tahun 2007, pada saat itu Penggugat menasihati dan melarang
Tergugat keluar malam, namun Tergugat marah sehingga Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan keesokan harinya Penggugat pulang ke Bantaeng sehingga sejak saat itu
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar lebih 6 tahun, secara
formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga
perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu
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perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap
dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa
bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokan dengan aslinya oleh majelis hakim
dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2
ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat
formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan
antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 1992. Oleh karena itu, telah
terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi, Penggugat memiliki
legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal
14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata
merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis
telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu
keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat

bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan
bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan
fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik
saja, tetapi sejak Penggugat hamil pertama mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;

3. Bahwa sejak tahun 2007, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sampai dengan sekarang;

4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown),
dengan beberapa indikasi antara lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan
Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan
berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam
ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan
terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila

salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi
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suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan
kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga
yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan
berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi
oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan
Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang
dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002
tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan
salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu
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memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan
Pemnggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang
berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap

dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Haeruddin Dg. Rate bin Pilu Dg.

Bella) terhadap Penggugat, (St. Rosniah L binti H. Lamang);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus

Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 M,
bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim

yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. St. Mahdianah K. dan
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Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti

Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,
ttd
Dra. Haniah
Eﬁjkim Anggotal, = Hakim Anggota II fid
Dra. St. Mahdianah K. Irham Riad, S.HI., M.H.
ttd

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran  : Rp 30.000,00
Biaya ATK : Rp 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
Biaya Redaksi: Rp  5.000,00
Biaya Meterai : Rp __6.000.00

Jumlah : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

bt St O i

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H.
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